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BAB: 1

PENTINGNYA MEMPELAJARI ARGUMENTASI
HUKUM

Sebagai langkah awal mempelajari ilmu logika hukum,
sebaiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dari logika.
The Liang Gie dalam bukunya Dictionary of Logic (Kamus Logika)
menjelaskan bahwa logika adalah bidang pengetahuan dalam
lingkungan filsafat, yang mempelajari secara teratur asas-asas dan
aturan-aturan penalaran yang betul atau dikenal dengan istilah
correct reasoning. Logika, menurut pandangan ini, berfungsi
sebagai landasan yang mengarahkan individu untuk membedakan
antara penalaran yang valid dan tidak valid, serta memberikan
prinsip-prinsip dasar dalam menarik kesimpulan yang sah. Dengan
demikian, logika bukan hanya penting dalam dunia filsafat, tetapi
juga memiliki aplikasi luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk
hukum.

Sementara itu, menurut Mundiri, logika dapat dipahami
sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang
digunakan,untukmembedakanpenalaranyangbetuldaripenalaran
yang salah. Penalaran yang betul adalah penalaran yang mengikuti
prinsip-prinsip logis yang diakui secara universal, sementara
penalaran yang salah adalah penalaran yang mengandung
kesalahan dalam struktur atau kesimpulannya. Dalam konteks
hukum, logika memegang peranan penting dalam membantu
praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan akademisi, untuk
menyusun argumen yang koheren dan valid, serta untuk menilai
apakah suatu argumen atau pembuktian yang diajukan di hadapan
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pengadilan sudah memenuhi standar penalaran yang benar.
Oleh karena itu, pemahaman tentang logika tidak hanya sekadar
membantu dalam memahami struktur argumen, tetapi juga
menjadi alat yang sangat esensial dalam proses peradilan yang adil
dan objektif.! Dalam penerapannya, ilmu logika hukum ini akan
sangat bermanfaat dalam menyusun dan menganalisis perundang-
undangan, kontrak hukum, maupun dalam proses-proses ligitasi
yang membutuhkan argumen yang kuat dan rasional.?

Secara etimologis, logika adalahistilah yangdibentuk darikata
logikos yang berasal dari kata benda logos. Dalam bahasa Yunani,
logos memiliki berbagai makna yang luas, antara lain, sesuatu yang
diutarakan; suatu pertimbangan akal, pikiran, kata, atau ungkapan
lewat bahasa. Logos merujuk pada konsep komunikasi rasional,
yang melibatkan pemikiran dan penyampaian ide secara verbal
atau melalui bahasa. Sementara itu, logikos merujuk pada sesuatu
yang berkaitan dengan logos, yakni sesuatu yang diutarakan,
mengenai pertimbangan akal, kata-kata, percakapan, atau yang
berkenaan denganungkapanlewatbahasa. Dengankatalain, logikos
mencakup segala hal yang berhubungan dengan penggunaan akal
dan bahasa, untuk menyampaikan atau menyusun suatu argumen,
atau pernyataan yang rasional. Berdasarkan pemahaman ini, dapat
disimpulkan bahwa logika adalah suatu bentuk pertimbangan
akal atau pikiran, yang diutarakan lewat kata-kata dan dinyatakan
dalam bahasa. Logika bukan sekadar suatu kegiatan berpikir, tetapi
lebih kepada cara bagaimana pikiran tersebut diungkapkan secara
sistematis dan terstruktur, dengan menggunakan bahasa. Dalam
pengertian ini, logika berperan sebagai alat untuk menilai dan
mengorganisasi proses berpikir, agar sesuai dengan aturan yang
sah dan dapat diterima secara rasional.?

1 Harry Hamersma, Pintu Masuk ke Dunia Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hlm.
21.

2 Musa Darwin Pane, Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum, Bandung: Penerbit
Cakra, 2018, him. 32.

3 Lihat Thomas Halper, Logic in Judicial Reasoning, dalam Indiana Law Journal, Vol.
44, Iss. 1, article 2, 1968, hlm. 33
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Sebagai sebuah ilmu, logika disebut logike episteme dalam
bahasa Yunani, atau dalam bahasa Latin disebut logica scientia,
yang berarti ilmu logika. Istilah ini merujuk pada kajian tentang
prinsip-prinsip dasar penalaran yang benar. Meskipun begitu,
pada perkembangannya istilah tersebut kini lebih sering disingkat
menjadi logika saja. Sebagai ilmu yang mempelajari hukum-
hukum dan prinsip-prinsip penalaran yang sah, logika tidak hanya
relevan dalam ranah filsafat, tetapi juga memiliki aplikasi yang
luas dalam berbagai disiplin ilmu lain, termasuk matematika, ilmu
komputer, dan tentu saja hukum. Secara praktis, logika digunakan
untuk menyusun argumen yang sah, menyelesaikan masalah
secara rasional, serta menilai validitas dari suatu pernyataan atau
kesimpulan. Dalam konteks hukum, logika menjadi instrumen
penting untuk membangun argumen hukum yang koheren, dan
mendukung proses pembuatan keputusan yang adil dan rasional.

Berbeda dengan logika, penalaran adalah kegiatan akal
budi dalam memahami makna setiap terminologi dalam suatu
proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi
lain, dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi
tersebut. Penalaran, dalam konteks ini, lebih mengacu pada
proses mental atau kognitif yang menghubungkan informasi atau
ide yang ada, untuk membentuk suatu pemahaman yang lebih
kompleks. Proses penalaran ini melibatkan kemampuan untuk
memproses informasi, menganalisis hubungan antarproposisi,
dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang dianggap benar
atau sah, berdasarkan argumen yang ada. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran
yang mengandalkan kemampuan seseorang untuk membangun
hubungan logis antara gagasan-gagasan atau pernyataan-
pernyataan yang ada. Penalaran tidak hanya terbatas pada sekadar
pernyataan atau proposisi, tetapi juga melibatkan proses berpikir
kritis untuk menguji validitas proposisi tersebut, serta kesimpulan
yang ditarik darinya.*

4 Urbanus Ura Weruin, Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, Jurnal Konstitusi,
Vol. 14, No. 2, 2017, hlm. 381
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Pada dasarnya, pengertian, proposisi, dan penalaran
memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Pengertian adalah
pemahaman atau makna yang terkandung dalam sebuah kata atau
istilah, yang memberikan landasan bagi pembentukan proposisi.
Proposisi pada gilirannya, adalah pernyataan yang mengandung
suatu nilai kebenaran, baik itu benar atau salah. Proposisi adalah
bahan dasar dalam proses penalaran, yang menghubungkan
ide atau konsep-konsep berbeda untuk membentuk sebuah
kesimpulan. Penalaran mensyaratkan proposisi sebagai komponen
utamanya, karena tanpa proposisi tidak ada argumen atau premis
yang dapat dianalisis. Di sisi lain, proposisi sendiri mengandaikan
adanya pengertian yang jelas, karena tanpa pengertian yang tepat,
proposisi tidak akan memiliki makna yang dapat dipahami. Tidak
ada proposisi tanpa pengertian, karena proposisi adalah pernyataan
yang mengandung informasi, yang diperoleh dari pengertian suatu
konsep, tidak ada penalaran tanpa proposisi, sebab penalaran
adalah proses penghubungan antara proposisi-proposisi tersebut
untuk mencapai suatu kesimpulan. Oleh karena itu, ketiga konsep
ini saling bergantung satu sama lain, dalam menciptakan sebuah
proses berpikir yang logis dan koheren. Dalam konteks hukum,
hal ini sangat penting, karena setiap argumen hukum yang
disampaikan di pengadilan akan melibatkan proposisi-proposisi
yang harus dipahami dan dinilai, melalui proses penalaran yang
sah dan rasional.

Proposisi berfungsi sebagai dasar dari proses penalaran,
karena ia menyampaikan informasi yang dapat dianalisis lebih
lanjut. Dengan kata lain, proposisi adalah unit dasar dalam berpikir
logis, yang menyatakan sesuatu yang bisa dinilai kebenarannya.
Proposisi dapat mengandung berbagai jenis pernyataan, baik yang
bersifat faktual (seperti air mendidih pada suhu 100°C) maupun
yang bersifat penilaian atau opini (seperti pendidikan adalah kunci
kemajuan suatu bangsa). Terlepas dari jenisnya, proposisi tersebut
selalu merupakan suatu klaim yang dapat dipertanggungjawabkan,
baik dalam hal kebenarannya maupun kesalahannya. Dalam hal ini,
proposisi berbeda dari kalimat tanya atau perintah, karena hanya
pernyataan yang bisa diterima sebagai benar atau salah. Mengenai
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penilaian benar atau salah, proposisi adalah pernyataan yang bisa
diuji kebenarannya berdasarkan standar atau kriteria tertentu.
Dalam logika, suatu proposisi dikatakan benar jika klaim yang
diajukan sesuai dengan fakta atau realitas yang ada, dan dikatakan
salah jika klaim tersebut bertentangan dengan fakta atau realitas
tersebut. Proposisi memiliki dua kemungkinan nilai kebenaran,
yaitu 1) benar (true), dan 2) salah (false).

Penilaian ini menjadi dasar bagi seluruh aktivitas berpikir
logis, karena penalaran logis berfokus pada penghubungan
proposisi-proposisi yang ada untuk mencapai kesimpulan yang
sah, berdasarkan hubungan kebenaran antarproposisi tersebut.
Sebagai contoh, dalam konteks hukum, proposisi contohnya
seperti tindak pidana pencurian dilakukan oleh terdakwa, adalah
pernyataan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan bukti
yang ada. Penilaian terhadap kebenaran proposisi tersebut akan
menjadi dasar bagi hakim dalam menarik kesimpulan, apakah
terdakwa bersalah atau tidak. Dengan demikian, proposisi adalah
elemen fundamental dalam proses berpikir logis dan penalaran.
Melalui analisis proposisi, kita dapat membangun argumen yang
koheren, menarik kesimpulan yang sah, serta menilai validitas atau
kebenaran dari suatu pernyataan.

A. Penalaran Hukum

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip berpikir
yang sistematis dan rasional (logika), dalam memahami serta
menafsirkan prinsip, aturan, data, fakta dan proposisi hukum.
Dalam konteks ini, logika memainkan peran penting dalam
membantu praktisi hukum untuk memproses informasi yang
ada, menganalisis hubungan antara berbagai elemen hukum,
serta menarik kesimpulan yang sah dan adil berdasarkan
argumen yang valid. Dalam mempelajari penalaran hukum,
logika dipahami dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu
sebagai ilmu tentang cara menarik kesimpulan yang benar dan
sah dari berbagai data, fakta, persoalan, serta proposisi hukum
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yang ada.’ Logika dalam konteks ini tidak hanya mengacu pada
bentuk penalaran yang bersifat abstrak, tetapi juga sebagai alat
untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penalaran
hukum, dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan
yang sah dan diterima dalam dunia hukum. Dengan demikian,
penalaran hukum atau legal reasoning tidak menunjukkan
bentuk penalaran lain yang terpisah dari logika, melainkan
merupakan penerapan prinsip-prinsip logika dalam konteks
hukum. Artinya, penalaran hukum adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari logika itu sendiri, di mana setiap argumen
hukum haruslah dibangun berdasarkan proses berpikir yang
logis, terstruktur, dan rasional. Logika di sini berfungsi sebagai
dasar untuk membangun argumen yang koheren, menyusun
premis yang valid, dan akhirnya mencapai kesimpulan yang sah
secara hukum.

Dalam pengertian lain, dapat dikatakan bahwa tidak
ada penalaran hukum di luar logika, karena semua proses
penalaran yang dilakukan dalam dunia hukum, baik dalam
menyusun argumen hukum, menafsirkan undang-undang,
atau menyimpulkan suatu keputusan harus mengikuti prinsip-
prinsip logis yang berlaku. Tidak ada penalaran hukum tanpa
logika, karena logika memberikan struktur yang jelas untuk
memastikan bahwa proses penalaran tersebut sah, terukur, dan
dapat dipertanggungjawabkan.®

Contohnya dalam proses interpretasi hukum, hakim harus
menggunakan logika untuk menafsirkan teks undang-undang
atau peraturan yang ambigu. Dengan menerapkan prinsip-
prinsip logika, hakim dapat menarik kesimpulan yang sesuai
dengan maksud dari pembuat undang-undang dan konteks
hukum yang ada. Begitu pula dalam analisis kasus, pengacara
atau hakim menggunakan logika untuk menghubungkan

5 Muhamad Rakhmat, Logika Hukum, Majalengka: Unit Penerbitan Universitas
Majalengka, 2015, hlm. 37-38

6 Fransiska Novita Eleanora, Argumentasi Hukum (legal reasoning) dan Kaidah-
Kaidah Hukum Masyarakat, Jurnal Hukum STIH IBLAM, 2018, hlm. 74
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fakta-fakta yang ada dengan aturan hukum yang relevan, guna
menghasilkan keputusan yang berlandaskan pada penalaran
yang sah dan valid. Dengan demikian, logika adalah fondasi
utama dalam penalaran hukum, yang memastikan bahwa
proses berpikir dalam konteks hukum tidak hanya sah, tetapi
juga konsisten, terstruktur, dan objektif.

Pada dasarnya, penalaran hukum memperlihatkan
eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika sebagai
ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dan teratur,
memberikan kerangka dasar bagi cara kita memikirkan dan
menyusun argumen-argumen hukum. Dalam hal ini, hukum
bukan hanya sekadar kumpulan aturan yang harus dihafalkan
atau diterima begitu saja. Lebih dari itu, hukum memiliki
dimensi logis yang mendasari setiap aturan dan keputusan
yang diambil dalam praktiknya. Logika dalam konteks hukum
berfungsi sebagai landasan berpikir yang memastikan bahwa
ide, gagasan, dan opini hukum bersifat rasional serta koheren.
Dengan kata lain, penalaran hukum menunjukkan bahwa
hukum itu sendiri tidak hanya berkisar pada teks-teks normatif
atau pasal-pasal yang ada, tetapi juga pada proses berpikir logis
yang menuntut adanya penalaran yang sah, dan argumentasi
yang kuat dalam penerapannya. Hukum harus dipahami
sebagai sesuatu yang logis, berakar pada proses berpikir yang
sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

Dengan adanya penalaran hukum, kita tidak hanya
memandang hukum sebagai sekumpulan norma yang diatur
oleh otoritas berwenang, yang harus diikuti tanpa pemahaman
mendalam. Lebih dari itu, penalaran hukum mengajak kita
untuk memahami bahwa hukum juga bersifat logis, sehingga
penerapannya harus selalu didasari pada pemikiran yang tepat
dan terstruktur. Sebagai contoh, dalam menginterpretasikan
suatu aturan hukum, seorang hakim atau pengacara tidak hanya
harus menghafal teks hukum, tetapi juga harus bisa memahami
logika di balik aturan tersebut, mengapa aturan tersebut ada,
dan bagaimana penerapannya dalam situasi tertentu. Hukum
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yang diterapkan tanpa logika dapat menghasilkan keputusan
yang tidak adil, atau tidak sesuai dengan tujuan dari norma
tersebut.

Dalam pandangan ini, logis menjadi salah satu karakter
atau sifat dasar dari hukum itu sendiri. Artinya, hukum yang baik
adalah hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip logis dalam
penerapannya, yang memperhatikan konsistensi, koherensi,
dan validitas argumen yang ada. Hukum yang mengedepankan
logika, akan mampu menilai dan mempertimbangkan berbagai
aspek secara objektif, serta memberi keputusan yang adil dan
rasional. Oleh karena itu, logika bukan hanya sebuah alat
bantu dalam berpikir, tetapi juga merupakan komponen yang
tak terpisahkan dari esensi hukum itu sendiri. Sebagai contoh,
dalam penerapan teori hukum, seorang hakim menggunakan
penalaran logis untuk menilai apakah suatu tindakan
memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan, dan bagaimana peraturan tersebut
diterapkan dalam kasus yang sedang dihadapi. Dengan cara ini,
hukum bukan hanya menjadi peraturan yang statis dan kaku,
tetapi menjadi sistem yang dinamis, hidup, dan selalu relevan
dengan perkembangan zaman, asalkan selalu diterapkan
dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip logis yang ada.”

Penalaran hukum juga dapat diartikan sebagai cara lawyer
(pengacara) dan hakim dalam berbicara mengenai hukum di
ruang publik, baik itu dalam proses peradilan maupun dalam
bentuk opini atau interpretasi terhadap suatu kasus hukum.
Istilah ini digunakan untuk melabeli berbagai aktivitas dalam
dunia hukum yang melibatkan penggunaan pikiran dan logika,
dalam menyusun dan menyampaikan argumen serta keputusan
hukum. Dengan kata lain, penalaran hukum mencakup seluruh
proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan
hukum, serta aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam kerangka
kerjahukum. Beberapa aktivitas yang termasuk dalam penalaran
hukum sebagai berikut.

7 Enju Juanda, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 158
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1. Identifikasi kasus: menyusun gambaran tentang fakta-fakta
dan masalah hukum yang ada dalam suatu kasus.

2. Interpretasi: mengartikan dan menafsirkan teks hukum,
baik undang-undang, peraturan, maupun yurisprudensi,
dengan tujuan untuk menemukan makna yang relevan
dalam konteks kasus tertentu.

3. Evaluasi fakta hukum: menilai fakta-fakta yang ditemukan
dalam suatu perkara, untuk menentukan relevansi dan
hubungannya dengan aturan hukum yang berlaku.

4. Pemilihan aturan hukum: memilih aturan atau norma
hukum yang tepat untuk diterapkan pada suatu situasi atau
kasus yang dihadapi.

5. Penerapan hukum dalam kasus: menggunakan aturan
hukum yang relevan untuk menghasilkan keputusan yang
adil dan sah.

6. Penyusunan pertimbangan: menyusun alasan atau
pertimbangan hukum yang mendasari keputusan atau opini
hukum yang diambil.

7. Penyusunan argumen: merumuskan dan menyusun
argumen hukum, yang dapat membuktikan kebenaran dari
suatu klaim atau pendapat dalam sebuah proses hukum.

8. Opini atau pendapat hukum: mengeluarkan pendapat
hukum berdasarkan interpretasi dan analisis terhadap fakta-
fakta serta aturan yang ada.

Seluruh aktivitas ini, pada akhirnya didasarkan pada cara
bernalar atau berlogika yang tepat, yang biasa disebut dengan
logika hukum. Logika hukum mengacu pada penerapan
prinsip-prinsip logis dalam proses berpikir hukum, untuk
memastikan bahwa setiap keputusan atau argumen yang
dihasilkan adalah valid, koheren, dan rasional. Logika hukum
juga mengharuskan adanya konsistensi dalam penalaran, di
mana hasil-hasil pemikiran yang dihasilkan dalam satu kasus,
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harus dapat diterapkan dalam kasus-kasus lain yang memiliki
kesamaan atau relevansi. Sebagai contoh, seorang hakim
dalam proses peradilan tidak hanya mempertimbangkan
aturan hukum secara tekstual, tetapi juga menggunakan logika
untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada dengan norma
hukum yang relevan. Melalui penalaran hukum, hakim akan
mencari hubungan antara fakta-fakta dan norma hukum untuk
mencapai keputusan, yang tidak hanya sesuai dengan hukum,
tetapi juga adil bagi pihak-pihak yang terlibat.

Demikian pula, seorang pengacara dalam penyusunan
argumen hukum akan mengandalkan penalaran logis, untuk
membuktikan bahwa kliennya berhak atas suatu keputusan
atau hasil tertentu. Ia akan menggunakan logika untuk
menghubungkan fakta-fakta yang ada dengan pasal-pasal
hukum yang mendukung klaimnya, sehingga argumennya
dapat diterima dan dipertimbangkan oleh hakim. Dengan
demikian, penalaran hukum dan logika hukum adalah dua
elemen yang tak terpisahkan. Penalaran hukum menjembatani
antara teori hukum dan praktik penerapannya di dunia nyata,
memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi sekumpulan
aturan, tetapi juga sebuah sistem yang bekerja secara rasional
dan sah, berlandaskan pada penalaran yang tepat dan logis.

Legal reasoning (penalaran hukum) merupakan hal
yang sangat penting untuk dikuasai oleh seorang peneliti
hukum, karena kemampuan untuk berpikir dan menyusun
argumen secara logis dan sistematis adalah dasar dari setiap
penelitian hukum yang baik. Tanpa adanya pemahaman
yang mendalam terhadap penalaran hukum, seorang peneliti
akan kehilangan arah dalam menjalankan penelitian hukum,
dan menemui kesulitan dalam menyistematisasikan bahan
hukum yang relevan. Akibatnya, peneliti akan kesulitan untuk
mengorganisasi fakta-fakta, aturan hukum, dan teori-teori yang
ada, yang sangat memengaruhi kualitas ilmiah dan validitas dari
kesimpulan yang diambil dalam penelitian tersebut. Penalaran
hukum memberi struktur dan kerangka kerja untuk menyusun



